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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi merupakan sistem yang didambakan oleh hampir setiap insan politik. Hampir tidak ada satu rezimpun di dunia ini baik di negara-negara maju maupun berkembang, kapitalis maupun komunis, timur maupun barat, utara maupun selatan, yang enggan mencantumkan kata “ demokrasi” pada sistem politik yang dianut negaranya.

Konsep demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukum di Yunani Kuno. Demokrasi adalah sesuatu yang berat bahkan mungkin merupakan bentuk pemerintahan yang paling rumit dan sulit. Banyak ketegangan dan pertentangan yang mensyaratkan ketekunan para penyelenggaranya agar bisa berhasil. Di era modern, sekurang-kurangnya ada 4 nilai dasar demokrasi yang bersifat universal, yaitu ; (1) Pemilihan Umum ( Pemilu) yang jujur dan adil; (2) Pers Bebas; (3) Adanya akuntabilitas pemerintah kepada rakyat; (4) dan pengakuan hak sipil rakyat. Akan tetapi berdasarkan uraian diatas, demokrasi dalam pelaksanaannya seringkali menimbulkan berbagai kontradiktf.

Demokrasi, terutama dalam tatanan Amerika, bukanlah produk yang telah selesai, melankan sesuatu yang terus bertumbuh-kembang. Perkembangan sistem demokrasi AS pada hakikatnya didasarkan pada individualisme barat amat kuat berangkat dari pemikiran bagaimana setiap individu warga negara mendapatkan kebebasan dan perlindungan hukum dari kemungkinan penindasan penguasa yang tiran. Deklarasi Kemerdekaan Amerika 1776 merupakan dokumen yang dianggap paling penting dalam sejarah kebangsaan AS dan juga bukan sekedar pernyataan kemerdekaan dari penjajahan Inggris, tetapi lebih dari itu merupakan kunci dasar bagi jalan pikiran bangsa yang senantiasa menjunjung tinggi kebebasan warga negaranya. Pemerintah dan warga negara harus saling menghormati dan menjunjung tinggi rasa saling bertanggung jawab untuk melestarikan ketertiban dan kebebasan. 

Amerika Serikat sering membanggakan dirinya sebagai “champion of democracy” dan “the guardian of democracy” dengan tradisi demokrasi yang diplokamirkannya Deklarasi Kemerdekaan 4 Juli 1776 hingga kini. 
 Amerika senantiasa mendengungkan tekadnya untuk menegakkan pelaksanaan demokrasi di seluruh dunia .
 Tekad tersebut kian dipertegas dengan dikeluarkannya Doktrin Carter (1980) yang berusaha mengkaitkan masalah penegakan hak asasi manusia dan demokrasi dalam kebijakan luar negeri Amerika terhadap negara lain.
Di masa pasca Perang Dingin AS merumuskan suatu doktrin kebijakan luar negeri dalam bentuk strategi keamanan nasional yang dikenal sebagai kebijakan engagement dan enlargement kebijakan tersebut dicanangkan pada bulan Februari 1996 dan mencakup tiga tujuan utama, yakni :

1. Meningkatkan keamanan AS dengan mempertahankan. Kekuatan militer yang kuat dan menerapkan diplomatik yang tepat guna untuk meningkatkan kerjasama keamanan dengan negara lain.

2. Mengupayakan peningkatan kemakmuran domestik melalui pembukaan pasar asing dan perkembangan ekonomi global.

3. Meningkatkan demokrasi di luar negeri. Pemerintah AS menganggap bahwa semua kepentingan strategis AS, mulai dari peningkatan kemakmuran dalam negeri hingga mengawasi ancaman global di luar negeri sebelum membahayakan AS, dapat dipenuhi melalui perluasan pasar bebas dan demokrasi di berbagai negara di  dunia.

Tinjauan politik luar negeri AS pasca Perang Dingin pada pemerintahan Clinton, menekankan tujuan utama bagi program politik luar negerinya, yaitu Promoting Democracy (memajukan  demokrasi), Promoting Prosperity (meningkatkan kesejahteraan), Enchanging Security (memperkuat keamanan). Karenanya bisa di mengerti jika mereka selalu lantang meneriakkan slogan demokrasi dan HAM. Bahkan AS tidak segan-segan menjatuhkan sangsi politik, ekonomi, maupun militer kepada negara-negara yang dianggapnya tidak menghormati hak manusia dan tidak demokratis.
 
Samuel P. Huntington dalam buku berjudul “The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century”, menyebut masa 1974 -1990an sebagai gelombang ketiga. Pada masa ini gelombang demokratisasi berhembus ke seluruh dunia dalam bentuk transisi politik yang dialami sekitar tiga puluh negara dari sistem politik non-demokratis ke sistem politik demokratis. Namun demikian, gelombang ketiga tersebut tidak banyak mengubah tatanan dan kualitas demokrasi di Kawasan Timur Tengah.
Strategi global pemeritahan AS - mengenalkan dan mengembangkan demokrasi dan ekonomi pasar - menunjukkan kontradiksi yang biasa terjadi dalam kebijakan Amerika terhadap Timur Tengah, tantangan yang dihadapi pemerintahan AS adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara kebutuhan yang kuat akan stabilitas dan kebutuhan yang kurang dirasakan akan perubahan. Ini sangat menggambarkan kondisi Timur Tengah, tempat batas-batas digariskan dengan tegas antara rezim-rezim otoriter yang ingin mengontrol dan gerakan-gerakan oposisi yang berusaha mengganti orde lama dengan yang baru.

Timur Tengah  memiliki arti vital dan strategis bagi Amerika Serikat dan peran serta Amerika merupakan jaminan kebangkitan ekonomi timur tengah sebagaimana nampak dari pernyataan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Warren Cristoper, kebangkitan ekonomi dan jaminan suplai minyak dari Timur Tengah sangat bergantung pada lestarinya hegemoni AS dan kehadiran militer barat dalam jumlah besar di kawasan tersebut.

Timur Tengah adalah ajang  yang sangat transparan terhadap standar ganda AS, di satu sisi AS selalu menyerukan  pesan demokrasi dan perdamaian, sembari terus menebarkan ancaman  dan tekanan terhadap negara-negara tidak sepadan seperti Irak dan Iran. Pukulan hebat bagi Amerika Serikat setelah tragedi 11 September 2001 telah memberikan penegasan kembali terhadap kebijakan keamanan Amerika Serikat, Amerika bertekad untuk mengeliminasi ancaman terhadap bangsa Amerika, khususnya ancaman yang dikategorikan sebagai terorisme global. Tetapi dunia pun tidak dapat berkutik ketika Irak diserang, dalam penyelesaian Palestina-Israel, Amerika masih tetap tidak dapat mengambil tindakan tegas. 
Lingkungan poltik Internasional terus menggeliat mengalami perubahan hingga mencapai titik yang paling mendasar setelah tampilnya George W Bush sebagai Presiden Amerika Serikat pada  Januari 2001. Perubahan mendasar terjadi pada era Presiden Bush itu disebabkan kuatnya dominasi kubu radikal atau kanan konservatif di tubuh pemerintah Presiden Bush. Aliran kanan konservatif itu berkeyakinan bahwa Amerika Serikat harus memegang hegemoni untuk menjamin keamanan kepentingan Amerika Serikat di seluruh dunia. Mereka berkeyakinan pula bahwa Amerika Serikat harus menggunakan segala cara untuk memegang hegemoni, meskipun dengan kekuatan militer.

Pemerintah Presiden Bush saat ini sering mengombinasikan isu politik dan agama dalam kebijakan politik luar negerinya Misalnya, ketika terjadi tragedi 11 September 2001, Presiden Bush sempat menyebut sebagai perang Salib. Tatkala menyampaikan pidato kenegaraan pada 29 Januari 2002, Presiden Bush secara mengejutkan menamakan poros kejahatan terhadap poros Irak, Iran, dan Korea Utara.

Dominasi kubu kanan dalam pemerintah Presiden Bush itu tidak hanya mempengaruhi pola pergaulan internasional, tetapi juga sistem regional, termasuk lembaga Liga Arab selama dua tahun terakhir ini. Pemerintah Presiden Bush secara terang-terangan merekomendasikan perubahan di dunia Arab dalam semua sektor kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial maupun pemahaman ajaran agama.

Perubahan tatanan masyarakat Arab menurut pandangan pemerintah Presiden AS George W Bush terkait dengan dua faktor yang tidak terpisahkan satu sama lain. Faktor pertama, terjadinya perubahan mendasar dan menyeluruh dalam sistem pemerintahan serta mekanisme komunikasi politik masyarakat Arab yang pada gilirannya disusul perubahan dalam pola hubungannya dengan AS. Faktor kedua, dilakukan rekonstruksi peta dan struktur politik serta geografi di kawasan tersebut.

Menurut pandangan Pemerintah AS saat ini, negara-negara kawasan Timur Tengah masih jauh dari asas dan dasar peradaban Barat dan AS khususnya. Perbedaan tersebut sebelum ini memang tidak merisaukan dunia barat. Bahkan, Pemerintah AS dan Barat banyak mengambil manfaat dari perbedaan budaya itu.

Akan tetapi, pandangan AS berubah total atas perbedaan budaya dan nilai-nilai tersebut pascatragedi 11 September 2001, yang kemudian dilihatnya sebagai ancaman berbahaya yang menyemaikan lingkungan yang melahirkan teroris dan kekerasan, serta seruan jihad dan menolak kebudayaan Barat.

Maka, AS mendorong terjadinya perubahan secara konprehensif baik menyangkut politik, budaya, pemahaman ajaran agama maupun strategi di kawasan Timur Tengah pasca tragedi 11 September itu. Pemerintah AS pun menawarkan perubahan kurikulum pendidikan, khususnya kurikulum agama yang lebih akomodatif terhadap perkembangan zaman.
Prioritas utama kebijakan politik AS di kawasan Timur Tengah saat ini adalah upaya mensosialisasikan dan menerapkan demokrasi di kawasan tersebut. Kementerian Luar Negeri AS mempunyai program khusus untuk pembangunan demokrasi di dunia Arab yang dipimpin oleh putri Wakil Presiden AS Dick Cheney, Elizabeth Cheney. Pemerintah AS mencanangkan secara resmi untuk pengembangan demokrasi dalam proyek yang dikenal dengan nama "Kemitraan AS-Timur Tengah" yang disampaikan Menlu AS Colin Powell pada bulan Desember 2002. AS menyediakan dana sebanyak 29 juta dollar AS per tahun untuk proyek tersebut.

Penasihat keamanan nasional AS, Condoleezza Rice, menegaskan, AS akan bekerja sama di kawasan Timur Tengah dengan mereka yang berusaha mengembangkan demokrasi, toleransi, kebebasan, dan kemakmuran. Pada Februari tahun 2003, Presiden AS George Walker Bush mengatakan, dunia memiliki kepentingan bagi tersebarnya nilai-nilai demokrasi karena akan mendorong ke arah terciptanya kehidupan yang lebih baik. Dari pernyataan para pejabat AS itu, perhatian AS untuk penyebaran demokrasi itu berkaitan erat dengan kepentingan keamanan nasional AS. AS pun tidak cukup hanya memerangi faksi-faksi radikal dan sumber dananya, tetapi lebih jauh yakni meletakkan strategi yang bertujuan menghancurkan pijakan yang membantu memperkuat fenomena radikalisme di dunia Arab dan Islam. Dalam konteks ini, Elizabeth Cheney mengatakan, dasar hubungan AS dengan negara-negara Arab berubah secara mendasar setelah tragedi 11 September 2001, di mana AS akan berusaha mengubah infrastruktur tatanan sosial bangsa Arab yang dianggap sebagai sumber bagi lahirnya radikalisme dan terorisme.

Pada hari Kamis tanggal  6 Nopember 2003 Presiden George W Bush di depan Badan Nasional Amerika berkata, bahwa negerinya telah mengadopsi (suatu strategi untuk kebebasan dan demokrasi yang dapat diterima di kawasan Timur Tengah). Dikatakannya (… harus ditetapkan topik-topik tertentu untuk memusatkan politik AS selama masa negosiasi yang dapat diterima di Timur Tengah. Dan hal ini merupakan strategi yang paling penting. Timur Tengah merupakan obyek pusat perhatian kita pada masa kini). Dikatakan pula (Selama di Timur Tengah tidak bersinar kebebasan, demokrasi dan pemerintahan yang demokratis, maka tempat itu tetap akan mengekspor kekerasan, termasuk juga penyebarluasan persenjataan. Hal itu akan menjadi penyebab timbulnya bencana dan penderitaan kepada negeri kita, Amerika). Dikatakannya juga (Tidak adanya demokrasi di Timur Tengah mencerminkan tantangan yang amat besar bagi Amerika Serikat), keyakinannya itu makin kuat karena (Demokrasi akan sampai di negeri-negeri Arab di akhir perjalanannya). (Gelombang demokrasi akan melanda dan menghancurkan kawasan tersebut). Kemudian Bush mengungkapkan mengenai persiapan negerinya untuk menyongsongnya dengan pengorbanan dalam rangka memberikan dukungan terhadap kebebasan dan demokrasi di seluruh dunia, (karena lenyapnya demokrasi berarti juga ancaman bagi seluruh dunia).

Berkenaan dengan "rencana demokrasi Timur Tengah" yang sedang dipromosikan secara besar-besaran oleh AS itu, tidak sulit untuk menarik kesimpulan bahwa salah satu tujuan AS di balik perang tersebut adalah ingin menjadikan Irak sebagai titik terobosannya, kemudian melakukan "reformasi demokrasi" di seluruh kawasan Timur Tengah dan merealisasi pengontrolan terhadap Timur Tengah dalam jangka waktu panjang . 

Pelaksanaan reformasi demokrasi di Timur Tengah sudah lama dipersiapkan oleh AS. Sesudah peristiwa 11 Sptember 2001  AS menganggap Timur Tengah sebagai pangkalan dan tanah berbiak terorisme, dan memutuskan melakukan "reformasi demokrasi" di Timur Tengah . Caranya ialah melemahkan pengaruh agama Islam  dan dengan demokrasi dan nilai gaya AS mengontrol negara-negara tersebut di bidang politik, pikiran dan kebudayaan, sementara itu memberi keuntungan ekonomi kepada mereka dan dapat meredam semangat anti AS dan rasa benci terhadap AS di negara-negara Arab, dengan demikian membongkar akar-akar tindakan terorisme terhadap AS. 

Namun  masyarakat, kebudayaan dan konsep adat-istiadat negara-negara Timur Tengah bercorak keagamaan yang sangat menonjol, tambah lagi AS dalam jangka panjang selalu berpihak pada Israel dan menekan negara-negara Arab dalam konflik Arab-Israel dan Palestina-Israel, sehingga di antara negara-negara Arab terbentuklah kekuatan yang sangat bertentangan dengan AS. Selain itu, di kawasan Timur Tengah juga terdapat negara-negara yang mempunyai pendirian keras dan berani menentang AS secara terbuka seperti Irak, Iran, Libia dan lain sebagainya. Maka betapa sulitnya bagi AS jika ingin melakukan reformasi demokrasi di kawasan ini dapat kita bayangkan . 

Untuk mewujudkan reformasi di Timur Tengah, AS harus mencari suatu titik terobosan. Maka Saddam yang selalu bertentangan dengan AS dan pernah bermusuhan dengan keluraga Bush menjadi sasaran penyerangan pertama dari pemerintahan Bush. Pemerintahan Bush mengambil keputusan bulat untuk mencabut "duri dalam daging" itu dengan menggunakan kekuatan bersenjata, dengan demikian menakut-nakuti negara-negara lain yang disebut "negara-negara kurang ajar", sementara itu mengubah Irak menjadi "contoh demokrasi" dan menyebarkan konsep tersebut ke negara-negara Timur Tengah yang lain. Inilah sebab kunci mengapa pemerintah Bush dengan tegas mencetuskan perang Irak tanpa menghiraukan oposisi PBB dan masyarakat internasional . Yang jelas, perang Irak sudah menjadi prelude strategis AS untuk menciptakan Timur Tengah yang demokratis.

Negara-negara Timur Tengah yang menjadi sasaran atau objek prakarsa Bush tersebut pada umumnya bersikap skeptis. Mereka tidak dapat menerima demokratisasi yang didiktekan pihak luar, khususnya AS, yang dicurigai berniat menguasai kekayaan Timur Tengah, yaitu minyak. Gagasan dan prakarsa Bush tentang demokratisasi dan reformasi di kawasan Timur Tengah atau negara-negara Arab tampaknya lebih merupakan upaya AS untuk menggiring negara-negara Timur Tengah yang kaya minyak agar lebih bergantung pada AS. Demi menjaga/memelihara kepentingan nasionalnya, yaitu mengamankan pasokan minyak dari Timur Tengah yang sangat dibutuhkan bagi kelangsungan industri, AS mengeluarkan “kartu truf “, yaitu demokrasi dan reformasi. 

Gagasan demokratisasi dan reformasi Bush atas Timur Tengah menyiratkan adanya arogansi atau kesombongan Bush untuk memaksakan nilai-nilai Barat atas kawasan yang paling bergejolak di muka bumi ini. Kawasan itu sejak lama memang memerlukan demokratisasi dan reformasi. Negara-negara Timur Tengah khususnya, negara-negara penghasil atau pengekspor utama minyak pada umumnya merupakan negara-negara kerajaan otoriter, di mana sangat sedikit sekali peran rakyat di dalamnya. 

Bagaimanapun demokratisasi atau reformasi tidak akan berjalan dengan semestinya di Timur Tengah, jika inti penyelesaian konflik negara-negara Arab dan Israel, yang menyangkut masalah hak bagi bangsa Palestina untuk mendirikan negara merdeka tidak segera diwujudkan.

Jika diperhatikan, kebijakan pemerintahan Bush sering melakukan tindakan-tindakan yang mengabaikan kepentingan internasional dan prinsip-prinsip PBB. Hal itu terbukti dari penyerbuan atas Irak. Tampaknya Bush melalui gagasan demokratisasi atau reformasi ini ingin mengedepankan cara yang lebih lunak. Gedung Putih sesumbar akan mengembangkan nilai-nilai demokrasi, penghargaan terhadap HAM, reformasi ekonomi, dan politik atas negara-negara Timur Tengah, walaupun pada kenyataannya merupakan cara dan bentuk lain dari intervensi atas negara-negara lain untuk memelihara hegemoni AS di dunia. 

Dalam pidato 9 Mei 2003 di Universitas South Carolina, Presiden George W Bush mengumumkan komitmen Amerika Serikat terhadap demokrasi dan kebebasan di Timur Tengah sebagai tujuan utama perang melawan terorisme. Menurut Bush, dirinya mendukung kemajuan kebebasan di Timur Tengah karena hal itu merupakan bagian dari kepentingan nasional Amerika Serikat. “Free governments do not build weapon for mass destruction for the purpose of mass terror. Over time, the expansion of liberty throughout the world is the best guarantee of security throughout the world. Freedom is the way to peace,”katanya.
 

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-8 di Georgia, Amerika Serikat (AS), di samping membicarakan masalah ekonomi global, juga berlangsung pembicaraan tentang prakarsa dan upaya AS dalam melakukan demokratisasi di Timur Tengah. Negara-negara Arab yang menjadi sasaran atau objek prakarsa Bush tersebut pada umumnya bersikap skeptis. Mereka tidak dapat menerima demokratisasi yang didiktekan pihak luar, khususnya AS, yang dicurigai berniat menguasai kekayaan Timur Tengah, yaitu minyak. Raja Abdullah II dari Yordania menilai bahwa reformasi yang digerakkan pihak luar akan mengalami kegagalan. Reformasi yang demikian tak akan menyelasaikan masalah Timur Tengah. Raja Abdullah II mengatakan, “ Proses reformasi apa saja harus datang dari dalam. Pelaku proses reformasi adalah vital demi keberhasilannya, dan inisiatif yang datangnya dari luar hanya akan melukai upaya para reformis sejati di kawasan kami”

Reformasi demokratis Yordania sudah dimulai sejak Yordania masih dipimpin oleh Raja Hussein yang wafat pada 1999 yang mana memfokuskan pada kebebasan politik yang mencakup pemulihan sistem multipartai yang dilarang sejak 1956 ketika kaum sayap kiri melancarkan kudeta. Hussein juga menggelar pemilihan parlemen.
Yang menjadi pertanyaan apakah Amerika Serikat negeri demokratis? Pada batas-batas tertentu negeri itu memang demokratis dan menjadi penganjur utama demokrasi di dunia. Tapi, bila kepentingannya terganggu, terutama kepentingan kapitalnya terancam, maka negeri ini berubah drastis menjadi intervensi yang luar biasa. 

Tak heran politik luar negeri Amerika Serikat adalah ingin menciptakan hegemoni atas dunia dan zona-zona keamanan yang bisa melindungi kepentingan nasional Amerika Serikat. Banyak  kantong-kantong negeri berpenduduk muslim yang telah di hegemoni oleh Amerika Serikat. Kawasan Timur tengah sudah lama dihegemoni Amerika Serikat. Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Yordania, Mesir dan Turki. Serangan Amerika Serikat ke Irak tidak terlepas dari keinginan Amerika untuk menata ulang wilayah Arab sesuai dengan kepentingan nasional Amerika. Dan setelah Irak ditaklukkan, sasaran berikutnya adalah Iran dan Suriah dengan ancaman kekuatan militer yang memiliki kekuatan penuh dan lengkap di perbatasan Suriah dan Irak, maka Amerika bisa menekan Suriah. Bahkan negara Kerajaan Yordania, negara yang dikenal sangat loyal dan fanatis terhadap kepentingan Amerika, juga sedang diincar. Amerika Serikat menginginkan adanya perubahan di negara itu, kerajaan Yordania dianggap belum memuaskan kepentingan Amerika Serikat.
Presiden Amerika Serikat George W Bush mendesak Yordania melalui konferensi pers di Washington agar “ memastikan bahwa demokrasi terus dikembangkan di Yordania”.
 Maka berdasarkan uraian diatas maka membangkitkan keingintahuan penulis untuk meneliti masalah tersebut terutama negara yang dikenal sebagai negara sekutu Amerika dengan rencana judul : “ Pengaruh Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Di Timur Tengah Terhadap Demokratisasi di Yordania “.
B.  Identifikasi Masalah
Fenomena seperti ini yang sedang terjadi serta belum memunculkan solusi bagi permasalahan tersebut menjadikan sebuah pemasalahan yang menjadi perhatian bersama. Demokratisasi di kawasan Timur Tengah  menjadi agenda penting Amerika Serikat setelah tragedi 11 September, dengan sangat nyata bisa dilihat dari pidato George W. Bush. Dalam pidatonya pada Kamis 6 November 2003 di depan The National Endowment for Democracy pada ulang tahun badan itu yang keduapuluh, Bush menekankan pentingnya demokratisasi Timur Tengah dan juga mengatakan komitmennya untuk melakukan demokratisasi di kawasan kaya minyak ini dan akan menjadi fokus penting bagi kebijakan AS. Yang mana hal ini memberi efek akan perkembangan demokratisasi di Yordania.
 Berdasarkan uraian diatas dan untuk memudahkan penganalisaan maka penulis memaparkan identifikasi masalah sebagai berikut :
1. Apa yang melatarbelakangi kebijakan luar negeri Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah ?

2. Bagaimana kondisi Yordania yang pada umumnya menganut sistem politik yang belum demokratis setelah Amerika Serikat menerapkan kebijakan Luar Negerinya di Timur Tengah ?

3. Bagaimana langkah-langkah dan tindakan Amerika Serikat dalam menerapkan kebijakan luar negerinya di Timur Tengah terhadap perkembangan demokratisasi Yordania ? 
4. Bagaimana Prospek demokrasi di Yordania?

1.   Pembatasan Masalah
Karena luasnya permasalahan, maka penulis membatasi  permasalahan dengan titik berat kepada pengaruh kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah terhadap upaya penerapan demokrasi di Yordania khususnya pasca tragedi 11 September 2001
2.   Perumusan Masalah

Untuk memudahkan penganalisaan permasalahan yang berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah, maka penulis menuliskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

a. Kepentingan nasional Amerika Serikat di Timur Tengah antara lain; mengusahakan agar sumber-sumber alam Timur Tengah tidak jatuh ke tangan musuh (masa perang dingin); menjamin tersalurnya sumber-sumber alam yang penting bagi industri dan militer Amerika; menjaga kredibilitas dengan jalan memenuhi komitmen Amerika di Timur Tengah; memelihara kontinuitas mengalirnya keuntungan investasi dan usaha-usaha komersial Amerika,menjamin eksistensi dan integritas wilayah Israel.
b. Amerika Serikat punya agenda global di Timur Tengah (demokrasi di Timur Tengah). Agenda global Amerika Serikat di bidang politik ; demokratisasi,disintegrasi dan war on terorism ala Amerika, di bidang ekonomi ; privatisasi, hutang luar negeri, investasi asing, pasar modal, mata uang dollar dan lain-lain. Dimana agenda ekonomi ini penting untuk menimbulkan ketergantungan negara-negara Timur Tengah kepada Amerika Serikat.
c. Masyarakat Timur Tengah bersikap skeptis begitu juga dengan Yordania terhadap kebijakan luar negeri dalam menerapkan demokrasi di kawasan Timur Tengah pasca perang Irak-AS. Peluang ke arah demokratisasi di Timur Tengah cukup terbuka. Tiap warga di wilayah itu sudah lama mendambakan perubahan. Mereka sudah pengap dengan otoritarianisme yang membungkam kebebasan berekspresi dan otonomi individu. 
Dengan beberapa permasalahan diatas maka penulis merumuskan pemasalahan sebagai berikut : 

 “Bagaimana  upaya Amerika Serikat dalam menerapkan kebijakan luar negerinya di Timur Tengah dan implikasinya terhadap perkembangan demokratisasi di Yordania “
C.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui latar belakang kebijakan luar negeri Amerika di kawasan Timur Tengah

2. Mengetahui dan memahami bagaimana kondisi Yordania yang pada umumnya menganut sistem politik yang belum demokratis setelah Amerika Serikat menerapkan kebijakan Luar Negerinya di Timur Tengah.
3. Mengetahui dan memahami sejauhmana kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah terhadap perkembangan demokratisasi Yordania.  
4. Untuk mengetahui bagaimana prospek demokratisasi di Yordania.
2.
Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Memberikan gambaran bagi penulis mengenai pengaruh kebijakan luar negeri AS di Timur Tengah dalam demokratisasi di Yordania
2. Sebagai masukan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu Hubungan Internasional

3. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk memenuhi ujian sarjana strata satu (S-1) pada jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan.

D. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Untuk mempermudah proses penulisan ini, maka diperlukan adanya suatu landasan berpijak untuk memperkuat analisa. Penulis mencoba mengangkat fenomena-fenomena yang ada dan terjadi dalam hubungan internasional dan tentunya ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dengan menggunakan teori-teori yang ada hubunganya dengan objek-objek penelitian.

Kerangka pemikiran adalah seperangkat teori, konsep, pendapat ahli atau jenis pengetahuan ilmiah lainnya yang dirangkaikan sedemikian rupa dan membentuk struktur pengetahuan yang lengkap dan komprehansif, yang dirumuskan dalam premis mayor yaitu teori yang bersifat umum dan meliputi segala hal dan juga premis minor yaitu teori yang bersifat khusus dan meliputi hal yang berkaitan dengan pembahasan.
Di dalam menganalisa setiap fenomena yang berlangsung dengan masyarakat internasionla perlu diketahui apa yang dimaksud dengan sistem internasional, menurut K.J Holsti dalam bukunya Politik Internasional Suatu Kerangka Analisa, pengertian sistem Internasional adalah: “ Sistem Internasional merupakan salah satu kumpulan kesatuan poltik yang independent seperti suku negara, kota, bangsa dan kerajaan yang berinteraksi dalam frekuensi tinggi dengan proses yang teratur “.

Sebagai pemahaman dinamika interaksi antara masyarakat internasional maka terjadilah suatu hubungan internasional. Perkembangan  studi hubungan internasional mengalami kemajuan yang pesat sejak berakhirnya perang dunia II. Studi hubungan internasional mempelajari sejarah hubungan diplomasi serta aspek yang berhubungan dengan kehidupan bernegara dalam mengadakan hubungan antar bangsa yang satu dengan yang lain. Hal tersebut sesuai dengan pengertian Suwardi Wiriaatmadja dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Hubungan Internasional sebagai berikut: 
“ Hubungan Internasional jauh lebih sesuai untuk mencakup segala macam hubungan antar bangsa dan kelompok - kelompok bangsa dalam masyarakat dunia dan kekuatan – kekuatan, tekanan – tekanan, proses – proses yang menentukan cara hidup, cara bertindak dan cara berpikir dari manusia “.

Hal senada diungkapkan oleh K.J Holsti mengungkapkan definisinya mengenai hubungan internasional (terjemahan Wawan Juanda) sebagai berikut:
“Istilah Hubungan Internasional mengacu kepada semua bentuk interaksi antar anggota masyarakat yang berlainan, baik yang disponsori oleh pemerintah maupun tidak, hubungan internasional akan meliputi analisa kebijakan luar negeri atau prosese-proses antar bangsa menyangkut segala hubungan itu”.

Sehingga dalam interaksi ini banyak kepentingan negara yang saling mendominasi kepentingan dari negara lain, disinilah peranan politik internasional berusaha mengendalikan agar persaingan kepentingan ini tidak berakhir dengan konflik. Menurut Dahlan Nasution dalam bukunya Konsep Politik Internasional menggariskan Politik Internasional, sebagai berikut : 
“ Pada dasarnya Politik Internasional itu adalah  usaha memperjuangkan perbedaan- perbedaan atau sengketa nilai, dan tidak timbul dari kondisi lingkungan objektif, melainkan dari keyakinan atau pendapat yang dibuat manusia atas kondisi tadi “.

Setiap membahas masalah politik internasional akan ditemukan adanya perbedaan persepsi diantara kedua negara yang mengalami krisis, sehingga diperlukan adanya suatu ikatan kedua negara tersebut agar tidak menjurus kepada konflik di antara mereka. Hal ini diterangkan oleh Dahlan Nasution dalam bukunya Konsep Politik Internasional, sebagai berikut : 
“ Politik Internasional berjalan di dalam suatu sistem dan bukan di dalam suatu masyarakat atau komunitas, unsur pokoknya adalah penerimaan bersama seerangkat sasaran untuk dicapai dan suatu consensus nilai bersama. Adapun sistem internasional tidak memiliki nilai-nilai bersama ataupun tujuan bersama, kecuali kelangsungan hidup di dalam sistem itu “.

Dalam hubungan antar negara, maka secara otomatis setiap negara mempunyai kepentingan-kepentingan tersendiri dalam poltik luar negerinya untuk berinteraksi dengan negara lain atau dalam pergaulannya untuk berinteraksi dengan negara lain atau dalam pergaulannya dengan masyarakat internasional Sidik Jatmika dalam bukunya “ AS Penghambat Demokrasi “ dikatakan Politik Luar Negeri sebagai berikut : 
“ Politik Luar Negeri merupakan sikap dan komitmen suatu negara terhadap lingkungan eksternal, strategi dasar untuk mencapai tujuan kepentingan nasional yang harus dicapai di luar batas wilayahnya, dan hal itu diterapkan dalam sejumlah keputusan yang dibuat dalam kebijakan politik suatu bangsa “.

Melakukan hubungan suatu negara membutuhkan seperangkat instrument politik luar negeri dalam bentuk kebijakan – kebijakan sebagai alat dalam berinteraksi yang bertujuan untuk mencapai kepentingan baik yang bersifat nasional maupun internasional.
Pengertian dari politik luar negeri itu sendiri dijelaskan oleh Sumpena Prawirasaputra dalam bukunya Politik Luar Negeri Indonesia, sebagai berikut:

“ Politik luar negeri adalah kumpulan kebijaksanaan suatu negara untuk mengatur hubungan luar negerinya. Ia merupakan bagian kebijaksanaan semata – mata dimaksudkan untuk mengabdi pada tujuan – tujuan yang lebih di tetapkan khususnya untuk kurun waktu yang sedang dihadapi dan lazimnya disebut kepentingan nasional “.

Kebijaksanaan yang disalurkan melalui politik luar negeri menjadi sarana pencapaian kepentingan. Kebijakan luar negeri menurut Holsti, dibagi ke dalam empat komponen yaitu : (1) orientasi kebijakan luar negeri, (2) peran nasional, (3) tujuan, dan (4) tindakan. Dimana, menurut Toma dan Gorma dalam buku “International Relation : Understanding Global Issues”, menyatakan bahwa :
“ Kebijakan luar negeri merupakan tindakan dari suatu negara terhadap lingkungan eksternalnya, dimana tindakan ini dibentuk di dalam lingkungan domestiknya, dan juga sebagai seperangkat keputusan- keputusan otoritatif yang diambil atas nama negara dan bertujuan untuk mencapai tujuan- tujuan tertentu dalam dunia internasional “.

Serta menurut Jack C. Plano dalam Kamus Hubungan Internasional menerangkan mengenai kebijakan luar negeri ( Foreign Policy), yaitu :
“Kebijakan luar negeri adalah strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional yang khusus “.

Dari penggalan - penggalan teori tersebut di atas, kebijakan luar negeri memberi pengaruh terhadap lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Sedangkan metode - metode dan langkah - langkah yang digunakan untuk mencapai kepentingan nasional disebut kebijakan nasional, yaitu di mana tujuan nasional yang hendak dicapai dalam suatu pemerintahan merupakan kepentingan nasional negara tersebut, yang pada lingkungan eksternalnya dikenal dengan kebijakan luar negeri.

Sedangkan menurut Joshua S. Goldstein dalam bukunya Internasional Relations menyatakan kebijakan luar negeri adalah :

“Strategi – strategi yang digunakan oleh pemerintah untuk mengarahkan tindakan – tindakan mereka di dalam dunia internasional. Kebijakan luar negeri memperlihatkan tujuan – tujuan yang telah atau akan dicapai oleh pemimpin- pemimpin negara dalam hubungan atau situasi tertentu serta media yang akan digunakan dalam mencapai tujuan tersebut. Keputusan – keputusan yang dibuat oleh pemerintah setiap harinya diarahkan oleh tujuan  dari pelaksanaan kebijakan luar negeri”. 

Kebijakan luar negeri suatu negara bertujuan menciptakan kepentingan nasionalnya pada sistem internasional, konsep kepentingan nasional bagi Amerika Serikat untuk melaksanakan politik luar negerinya. Morgenthau dalam bukunya Politics Among Nation menyatakan : “ Bahwa negara bangsa bertindak berdasarkan kemampuan dan kapabilitas (power) negara itu dan tujuan dari kebijakan negara-bangsa semata-mata adalah untuk menambah power itu sendiri.” 

 Dalam hubungan internasional dikenal istilah kawasan, hal ini disebabkan di unia ini negara-negara dikelompokkan menjadi beberapa wilayah. Seperti yang dikatakan oleh Louis J. Cantori dan Steven L. Spiegel dalam buku The International Politics Regions yang dikutip oleh T. May Rudi dalam buku Studi Kawasan Sejarah Diplomasi Dan Perkembangan Politik di Asia, yaitu:

“Kawasan-kawasan sebagai sistem regional dan sub-sub kawasan sebagai sub-sistem regional adalah bagian-bagian dari sub-ordinat terhadap sistem dunia yang didasarkan oleh faktor geografis, faktor sosiologi, faktor politis atau interaksi antar negara, faktor kesamaan etnis linguistik, faktor keterikatan atau komitmen terhadap masalah dan perkembangan kawasan/sub kawasan serta keikutsertaan dalam organisasi kerjasama regional”. 

Kawasan Timur Tengah secara keseluruhan bernilai vital dan strategis jauh sebelum abad modern, dan telah menempati posisi penting bagi perjalanan ekspansi (imperialisme) Barat ke Timur. Untuk mengantisipasi kondisi itu, maka pakar strategi Sir Alford John MacKinder telah menggambarkan dengan menyatakan : 

“Who ever control the still untapped oil fields of Middle East will have power to make war and peace.”

“Siapapun yang mampu mengambil alih ladang sumber minyak Timur Tengah yang belum dimanfaatkan akan mendapatkan kekuasaan untuk melakukan perang atau damai”(terj.penulis)
Kirdi Dipoyudo dalam bukunya Timur Tengah Pusaran Strategis Dunia, menggambarkan arti strategis Timur Tengah sebagai berikut :

“Timur Tengah menjadi rebutan negara-negara besar itu karena mempunyai arti strategis yang sangat penting. Hal ini adalah berkat letaknya pada titik pertemuan Eropa, Asia dan Afrika, jalur-jalur komunikasi yang menghubungkan ketiga benua itu, kekayaan minyak dan petrodollarnya, dan ketergantungan negara-negara industri Barat dan Jepang pada kekayaan minyak itu. Khususnya yang terakhir ini sangat penting dalam pertarungan global Timur-Barat sekarang ini.” 

 Pengertian Timur Tengah menurut Kirdi Dipoyudo dalm bukunya Timur Tengah dalam pergolakan sebagai berikut :

“ Timur Tengah adalah terjemahan dari Middle East, suatu istilah yang sejak Perang Dunia II digunakan oleh orang-orang Inggris dan Amerika untuk menyebutkan kawasan yang sebagian besar terletak di Asia barat Daya dan Afrika Timur Laut dan oleh sebab itu dapat dibatasi sebagai jembatan antara Eropa, Asia dan Afrika”. 

Kondisi perdamaian Timur Tengah melibatkan pihak – pihak eksternal campur tangan ke dalam konfliknya, hal ini dikarenakan : Pertama, keterlibatan itu didasarkan pada kepentingan yang ingin diraihnya. Kedua, kerterlibatan itu disebabkan konflik yang semakin bergejolak, yang mana menampilkan ancaman terhadap kepentingan tersebut. Dan menurut J. B. Kelly yang dikutip Mohammad Shoelhi dalam bukunya Demi Harga Diri Mereka Melawan Amerika yaitu : ”bahwa Timur Tengah sekarang ini sangat bergejolak dan sangat tidak stabil seperti lazimnya dulu dan ketidakstabilan inilah yang menampilkan ancaman terbesar kepentingan Barat di kawasan tersebut”. 

A. Dahlan Nasution  dalam bukunya Konsep Politik Internasional menyatakan kepentingann nasional, sebagai berikut:

“ Kepentingan nasional memberikan ukuran konsistensi yang diperlukan dalam kebijakan nasional. Suatu negara yang sadar memperhatikan kepentingan nasional dalam situasi yang berubah cepat akan lebih cenderung untuk mempertahankan keseimbangannya dan melanjutrkan usaha kea rah tujuan dari pada menkepentingkan dalam asaha menyesuaikan diri dalam situasi baru”. 

Menjaga kepentingan, merupakan strategi politik utama bagi Amerika di hadapan bangsa-bangsa di dunia. Kepentingan nasional menentukan sifat dasar berjangka panjang sebegaimana mengusahakan hubungan jangka pendek dalam menentukan kebijakan luar negeri suatu negara. Tujuan setiap kebijakan luar negeri pada dasarnya berkaitan dengan apa yang ingin dicapai suatu negara, dilindungi atau dimiliki dalam berhubungan dengan negara lain. Kebijakan luar negeri suatu negara untuk mempromosikan, melindungi dan mengisi kepentingan ini. Pertahanan kepentingan nasional merupakan pokok dari setiap kebijakan luar negeri dan kebijakan luar tidak bisa disubordinatkan dari prinsip-prinsip lainnya dari kepentingan nasionalnya. Faktor yang mendukung suatu kebijakan luar negeri tergantung dari sistem politik suatu negara dan pengaruh yang dimiliki negara tersebut. Jack C. Plano, Robert E. Ringgs dan Helena S. Robbin dalam bukunya Kamus Analisa Politik, mengemukan:

“Pengaruh adalah kemampuan pelaku politik untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain dengan cara yang dikehendaki oleh pelaku tersebut. Penggunaan pengaruh yang berhasil dapat menyebabkan  perubahan (menyebabkan perubahan yang tidak diinginkan) pada kecenderungan, pendapat, sikap dan keyakinan atau pada tingkah laku lain yang dapat terlihat”. 

Dalam usahanya untuk melaksanakan kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang antara lain yaitu penyebaran dan penegakan demokrasi dan HAM, kepedulian politik dalam kebijakan luar negeri AS terhadap demokrasi dan hak asasi manusia  mendorong Amerika menanamkan pengaruhnya sebagai negara adikuasa, adapun upaya penyebaran dan penegakan demokrasi ke seluruh dunia bisa ditempuh melalui jalan damai hingga kemungkinan terburuk berwujud kofrontasi. 
Hal itu dibuktikan Amerika Serikat dalam kampanyenya menegakkan demokrasi ke seluruh dunia, menggunakan bantuan luar negeri Amerika untuk meningkatkan kebebasan dan mendukung yang berjuang untuk hal tersebut, memastikan negara-negara yang bergerak menuju demokrasi mendapat imbalan atas langkah-langkah yang mereka lakukan. Menjadikan kebebasan dan pengembangan institusi demokrasi tema kunci dalam hubungan bilateral AS, mencari solidaritas dan kerjasama dari negara-negara demokrasi lain.
.Amerika akan memberikan sanksi bagi negara-negara yang tidak demokratis dengan dikecam, diembargo, bahkan digempur secara militer. 
Dapat dipahami jika Amerika serikat demikian intensnya untuk menancapkan pengaruhnya di Timur Tengah karena didasarkan atas kepentingan strategis, politik dan ekonomi.  Di kawasan Timur Tengah khususnya  Yordania upaya-upaya Amerika Serikat dalam menanamkan pengaruhnya tentu disesuaikan dengan saran, bantuan-bantuan yang diberikan melalui pemberian sokongan di bidang ekonomi, teknik dan kekuatan militer. Dalam usahanya untuk menerapkan demokrasi di Timur Tengah terutama di Yordania, Amerika berusaha menggunakan pengaruhnya dengan tujuan agar negara-negara yang lain ikut serta menerapkan dan mensosialisasikan  demokrasi Timur Tengah pasca tragedi WTC .

Untuk lebih jelasnya dalam memahami demokrasi Jack C. Plano dalam “Kamus hubungan Internasional “ menjelaskan pengertian demokrasi sebagai berikut: “Demokrasi merupakan suatu ideologi yang ditata dengan memadukan nilai – nilai liberal, kebebasan individu, persamaan martabat dan persaudaraan, rule of law, serta proses politik demokratis ”. 

Demokrasi menurut Anthony Giddens dalam bukunya Runaway World adalah:

“Demokrasi adalah sebuah sistem yang meliputi persaingan efektif diantara partai-partai politk untuk memperebutkan posisi kekuasaan. Dalam demokrasi, ada pemilihan umum yang teratur dan jujur adil, yang didalamnya semua anggota masyarakat dapat merasakan ambil bagiannya. Hak-hak demokratis ini berjalan seiring dengan kebebasan unuk mengungkapkan pendapat dan berdiskusi, beserta kebebasan untuk membentuk dan bergabung dengan kelompok atau asosiasi politik”. 

Demokrasi diciptakan melalui perundingan, kompromi, dan perjanjian. Demokrasi diciptakan melalui pemilihan umum, kampanye, demonstrasi, serta penyelasaian perbedaan tanpa kekerasan. Demokrasi diwujudkan oleh para pemimpin politik di dalam pemerintahan dan oposisi yang memiliki keneranian menantang status quo maupun mengorbankan kepentingan-kepentingan langsung para pengikutnya demikebutuhan jangka panjang demokrasi. Demokrasi diciptakan oleh para pemimpin, pemerintahan maupun oposisi, yang dapat menahan diri sehingga tidak terpancing untuk menggunakan kekerasan terhadap kelompok radikal di pihak oposisi  dan kelompok konservatif di pemerintahan.
Menurut Robert Dahl dalam bukunya Polyarchy : Participation and Opposition
 mengemukakan bahwa ciri khas demokrasi adalah sikap tanggap pemerintah secara terus menerus terhadap preferensiatau keinginan warga di negaranya. Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain :

1. Kebebasan membentuk dan bergabung dalam organisasi;

2. Kebebasan mengemukakan pendapat;

3. Hak memilih dalam pemilihan umum;

4. Hal menduduki jabatan public;

5. Hak para pemimpin untuk bersaing memperoleh dukungan dan suara;

6. Tersedianya sumber informasi alternative;

7. Pemilu yang bebas dan jujur;

8. Adanya lembaga-lembaga penjamin kebijaksanaan publik tergantung pada pemilihan umum dan cara-cara penyampaian preferensi yang lain.

Pemakaian konsep demokrasi di zaman modern dimulai sejak pergolakan, revolusioner dalam masyyarakat Barat pada akhir ke-18. menurut Samuel Huntington dalam Gelombang Demokratisasi Ketiga  mengenai perdebatan abad ke-20 mengenai demokrasi: “arti demokrasi muncul tiga pendekatan umum. Sebagai suatu bentuk pemerintahan, demokrasi telah didefinisikan berdasarkan sumber wewenang bagi pemerintah, tujuan yang dilayani oleh pemerintah, dan prosedur untuk membentuk pemerintahan”. 

Dalam buku Benturan Antar Peradaban masih oleh Samuel P. Huntington: “Penyebaran demokrasi ini merupakan tujuan utama propaganda barat. Hal ini diperkuat yang mana didalamnya terdapat pernyataan Bush dan Sekretaris Negara, James Baker, pada April 1990, bahwa “ Demokrasi senantiasa berada di balik setiap kebijakan”. 
 Komitmen Amerika untuk melakukan demokratisasi di kawasan Timur Tengah yang menjadi fokus penting bagi kebijakan Amerika di masa sekarang dan akan datang. Dan memberikan pengaruh terhadap demokratisasi di Yordania.
Pengertian demokratisasi dalam Kamus Besar bahasa Indonesia adalah:  

“Demokratisasi adalah proses, perbuatan dan cara mendemokrasikan”. 

Negara Yordania memang merupakan negara kerajaan konstitusional tetapi bukan berarti pemerintahannya tidak berdasarkan pilihan rakyat, Demokratisasi sebenarnya sudah ada di Yordania, terbuktinya adanya pemilihan umum pertama  pada tahun 1989, lalu tahun 1993, 1997 dan pemilu tahun 2003, multi partai, kebebasan berpendapat dan semakin kuatnya civil society.
 Transisi menuju demokrasi di Yordania terjadi setelah adanya gelombang demokratisasi ketiga yang mana gerakan menuju demokrasi yang bersifat global. 
Berbagai demonstrasi terjadi di Yordania  dan terkadang bersifat kerusuhan  yang terjadi pada Mei 1989, maka pemerintahan Yordania mulai mempetimbangkan berbagai perubahan yang perlu diambil pada saat itu dengan adanya pemilu pertama. 
 Sejak 1989 spektrum politik Yordania telah menuju suatu demokrasi yang lebih luas, liberalisasi dan pembangunan nasional dan semua perubahan itu mengarah kepada demokratisasi.

Maka banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan demokratisasi salah satunya penelaahan faktor-faktor eksternal sebagai faktor penjelas berhasil tidaknya demokratisasi. Adapun menurut Samuel P. Huntington dalam “ Gelombang Demokratisasi Ketiga “ bahwa:
“ Demokratisasi suatu negeri mungkin dipengaruhi atau barangkali ditentukan oleh tindakan-tindakan pemerintahan dan lembaga-lembaga yang berada di luar negeri….jelaslah bahwa pelaku asing boleh jadi juga menggulingkan rezim-rezim demokratis atau  mencegah negeri-negeri yang semestinya sudah menjadi  demokrasi untuk mewujudkan demokrasi. Actor luar negeri barangkali dapat dianggap sebagai faktor atau menghalangi pengaruh perkembangan ekonomi dan social terhadap demokratisasi”. 

Pengertian diatas menunjuk faktor eksternal sebagai pendorong demokratisasi, faktor eksternal memiliki pengaruh yang besar, bahkan bisa amat menentukan dalam demokratisasi sebuah bangsa. Dalam upaya AS dalam melakukan demokratisasi di Timur Tengah khususnya Yordania, Yordania dan negara-negara Timur Tengah tidak dapat menerima demokratisasi yang didiktekan pihak luar, khususnya AS, yang mana dicurigai berniat menguasai kekayaan Timur Tengah, yaitu minyak dan kepentingan-kepentingan strategis lainnya.
 Demokrasi yang berintikan bahwa kekuasaan di tangan rakyat, pemilu yang teratur, supremasi sipil, persamaan di muka hukum, akuntabilitas pemerintahan dan sebagainya, tampaknya akan sulit dilaksanakan di Timur Tengah. Kondisi itu akan berbenturan secara langsung dengan hak-hak istimewa yang dimiliki para kepala pemerintahan negara Timur Tengah yang pada umumnya menganut sistem politik yang belum demokratis atau tidak demokratis, berbentuk kerajaan diktator, republik tetapi otoriter, dan sebagainya. 
Berdasarkan kerangka pemikiran di atas penulis mencoba untuk memberikan asumsi yang sesuai dengan pokok bahasan yang akan penulis kaji sebagai berikut :

1. Merupakan suatu tujuan utama dari Amerika Serikat untuk merumuskan kebijakan luar negerinya di Timur Tengah dalam upayanya mensosialisasikan dan menerapkan demokrasi di Timur Tengah pasca tragedi 11 September 2001dan pasca perang Irak-AS
2. Motivasi kebijakan luar negeri Amerika adalah kepentingan nasionalnya yang merupakan kalkulasi strategis dari kepentingan politik, keamanan, ekonomi, dan ideologi.

3.  Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat di Timur Tengah memberi pengaruh  terhadap proses demokrasi di Yordania, terutama perkembangan dalam negeri, demokratisasi politik dan reformasi ekonomi. Amerika sebagai negara adikuasa mempunyai agenda besar di Timur Tengah diantaranya demokrasi, melalui agenda ini Amerika menanamkan pengaruhnya dengan menerapkan kebijakan luar negerinya di Timur Tengah untuk menuju adanya demokratisasi, termasuk di Yordania.
4. Agenda besar Amerika di Timur Tengah untuk menciptakan ketergantungan  Yordania terhadap Amerika, yaitu di antaranya di bidang ekonomi, politik dimana pengaruh kebijakan AS di Timur Tengah memberikan efek besar bagi pembangunan nasional Yordania. Terutama demokratisasi politik dan reformasi ekonomi.
2. Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah dan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan penulis diatas, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut: “Jika kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah melalui upaya pencapaian dinamika kepentingan nasionalnya di Timur Tengah dilakukan dengan lebih bersifat akomodatif, maka proses demokrasi di Yordania yang dibantu Amerika Serikat akan berjalan dengan baik ditandai penyelengaraan pemilu dan reformasi ekonomi”. 
Selanjutnya, untuk membantu menganalisa dan menjelaskan hipotesis di atas dan mempermudah pengkajian lebih lanjut, maka penulis mengemukakan operasionalisasi variable dan indicator sebagai berikut : (lihat table 1)
TABEL 1

Variabel dan Indikator
	Variabel
	Indikator
	Verifikasi Data

	Variabel Bebas

Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat di Timur Tengah 
	1. Perang melawan Terorisme (war on terrorism)
2. Upaya menerapkan Demokratisasi

3. Upaya mendukung Israel
4. Upaya perdamaian konflik di Palestina-Israel
	1. Data Perang melawan terorsme di Timur Tengah
2. Data mengenai penerapan demokrasi di Timur Tengah
3. Data dukungan AS terhadap Israel
4. Data Usulan proses perdamaian melalui “roadmap”. 

	Variabel Terikat

Proses Demokrasi di Yordania 
	1. Penyelengaraan pemilu
2. Reformasi Ekonomi
	1. Data penyelengaraan pemilu di Yordania dengan sistem “one man two vote system”
2. Data ada reformasi ekonomi di Yordania


Alur Pemikiran


Kebijakan Luar Negeri 

Amerika Serikat


Timur Tengah


Yordania


1. Perang melawan Terorisme (war on terrorism)

2. Upaya menerapkan Demokratisasi

3. Upaya mendukung Israel

4. Upaya perdamaian konflik di Palestina-Israel



Kepentingan AS di Timur Tengah




1. Kepentingan Politik

2. Kepentingan ekonomi

3. Kepentingan Stabilitas dan Keamanan


Proses Demokrasi di Yordania


1. Penyelengaraan PEMILU

2. Reformasi Ekonomi

E . Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data
1. Metode Penelitian

a. Metode Deskriptif Analitis 
Yaitu merupakan metode analitis yang menggambarkan, menganalisa dan mengklarifikasikan gejala-gejala dan fenomena-fenomena yang actual serta menempatkan atau  mendukung usaha-usaha dimana pendekatan yang digunakan bersifat sosiologis, diplomatis, untuk menghasilkan analisis mengenai kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah dalam konteks penerapan dan mensosialisasi demokrasi.
2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengambilan data penulis menggunakan Studi Kepustakaan  yang merupakan mencari keterangan dari data berupa buku-buku, dokumen-dokumen, arsip-arsip, laporan-laporan dan lain-lain untuk menganalisa kebijakan luar negeri Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah, dimana isinya dapat di pertanggung jawabkan. 
F. Lokasi dan Lamanya Penelitian
1. Lokasi Penelitian
a. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

Jl. Gatot Subroto 10 Jakarta 12710

b. Pusat Informasi Kompas

Jl. Palmerah Selatan 26-28 Jakarta 10270

c. Depatment Luar Negeri Republik Indonesia (Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan)

Jl. Taman Pejambon No. 6 Jakarta Pusat 10110

d. Perpustakaan FISIP Universitas Pasundan

Jl. Lengkong Tengah Bandung
2. Lamanya Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan, yang dimulai dari persiapan judul pembuatan proposal penelitian, pencarian data, pengolahan data .
G. Sitematika Penelitian
Bab I
Latar Belakang Masalah

Menjelaskan dasar pemikiran penulis, mengapa dan bagaimana sampai penulis memilih judul atau tema skripsi, ketertarikan penulis akan masalah-masalah tersebut atau pertimbangan subjektif (berisi historis dari negara yang bersangkutan, fenomena-fenomenanya dan ditutup dengan harapan-harapan penulis).
Bab II
Tinjauan Pustaka
Merupakan abstraksi dari masalah penelitian, perbandingan antara teori-teori yang mendukung, yang netral, dan tidak bertolak belakang dengan penelitian yang sedang diteliti. Dengan menjelaskan teori-teori yang relevan dengan masalah-masalah yang diteliti.
Bab III
Penggambaran Variabel bebas ( Variabel I)
Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat di Timur Tengah
Kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah pasca tragedy 11 september 2001, dalam melawan terorisme, demokratisasi di Timur Tengah, dukungan tradisional Amerika terhadap Israel dan upaya menyelesaikan konflik Palestina-Israel.
Bab IV
Penggambaran Variabel terikat (Variabel II)
Demokratisasi  di Yordania
Demokrasi di Yordania tumbuh berkembang atas dorongan dari dalam negeri sendiri. Terbuktinya dengan adanya pemilihan umum pada tahun 1989, kebebasan bergabung dalam partai politik, kebebasan publik walaupun masih terbatas, karena kekuasaan masih ada ditangan raja. 

Bab V
Analisis
Tahap pengujian hipotesis ,menjelaskan secara singkat variabel-variabel penelitian, yang mana variabel bebas dan yang mana variabel terikat. Deskripsi analisis data yang menjelaskan hasil-hasil analisi data terhadap variabel yang diteliti dan merupakan pengumpulan fakta-fakta yang relevan dengan hipotesis yang digunakan untuk memperlihatkan apakah terdapat fakta-fakta yang mendukung hipotesisi atau tidak.
Bab VI
Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang diteliti oleh penulis.
DAFTAR PUSTAKA
Buku – buku 
Hasan Qathamsy, Diktator Dunia, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 1990
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Jurnal
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